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Beberapa perrnasalahan di wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Philipina saat ini
berupa : kemiskinan, kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga,
ekonomi yang belum berkembang, pengurangan jumlah penduduk dikarenakan faktor kesulitan hidup,
terjadinya berbagai penyelundupan, serta eksploitasi kekayaan laut oleh nelayan asing dengan menggunakan
kapal dan peralatan yang modern dan canggih. Kompleksnya persoalan tersebut telah memberi dampak bagi
ketahanan nasional atau wilayah.

Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan pedoman (metode) untuk meningkatkan keuletan dan
ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan
kesgjahteraan dan keamanan. Dalam mel aksanakan pembangunan di wilayah perbatasan pemerintah
memiliki lembaga-lembaga yang dalam strukturnya memiliki divisi atau bagian yang diberi kewenangan
mengel ola daerah-daerah perbatasan, tetapi dalam perkembangan selama ini wilayah perbatasan tidak
menunjukkan perubahan dalam peningkatan kesegjahteraan dan keamanan. Banyak variabel yang
mempengaruhi peran pemerintah diwilayah perbatasan tersebut, namun variabel-variabel tersebut belum
dapat diketahui variabel mana secara signifikan dan mendasari yang mempengaruhi peran pemerintah
tersebut.

Menghadapi permasalahan di wilayah perbatasan tersebut pemerintah harus mengambil tindakan yang
diperlukan dalarn mengelola wilayah perbatasan sehinggaterjadi peningkatan ketahanan wilayah (keamanan
dan kesgjahteraan).

Dari latar belakang singkat di atas maka penelitian ini bertujuan :

a.Mengetahui faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi pecan pemerintah di perbatasan Rl dengan
Filipina.

b.Mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan wilayah.

c.Mengetahui bagaimana strategi pengel olaan daerah perbatasan dalam meningkatkan ketahanan wilayah di
perbatasan.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner
dan wawancara kepada nara sumber. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan digunakan teknik analisis
sebagai berikut : Pertanyaan (a) menggunakan teknik analisis faktor, pertanyaan (b) dengan menggunakan
analisis kualitatif, pertanyaan (c) menggunakan analisis SWOT. Teknik-teknik analisis di atas dibantu
dengan program komputer SPSS. CDC-EZ Text, dan Microsoft Excel.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Terdapat korelasi kuat antar variabel-
variabel yang mempengaruhi peran pemerintah. Dengan menggunakan nama variabel sebagai pengganti
(substitute or surrogate variable) maka faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi peran pemerintah adalah
kemampuan keuangan, sarana perhubungan dan media massa, kepemimpinan, serta strategi pemerintah.
Peran pemerintah dilihat dan pemilihan kode respon menunjukkan prosentase terbesar yakni pemberdayaan
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ekonomi masyarakat, pengembangan transportasi, telekomunikasi serta media massa. Kemudian
peningkatan keamanan wilayah perbatasan, mengembangkan ibukota/kecamatan wilayah perbatasan,
memanfaatkan sumber daya alam wilayah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pembentukan
lembaga koordinasi wilayah perbatasan, serta menciptakan stabilitas sosial budaya masyarakat di
perbatasan.

Strategi yang ditempuh dalam mengel ola wilayah perbatasan RI dan Filipina yakni pemberdayaan
masyarakat, pengembangan prasarana dan sarana, pengembangan pusat pertumbuhan baru di daerah
kabupaten perbatasan, penguatan sistem pertahanan dan keamanan di perbatasan bekerjasama dengan negara
tetangga Filipina, kerjasama antar daerah negara tetangga, penegakkan hukum dengan melibatkan peran
aktif berbagal aparat penegak hukum, menggiatkan diplomasi dengan pemerintah Filipina dalam penentuan
batas negara.



